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[SALINAN]

BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR /4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KEPENGHULUAN

KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa salah satu upaya meningkatkan kemampuan
Pemerintah Kepenghuluan dalam penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dalam bentuk bantuan dana dari Anggaran ?endapatan
Belanja Daerah kepada Pemerintah Kepenghuluan;

bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Program
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kepenghuluan
dan Alokasi Dana Kepenghuluan, perlu 'melakukan
penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintahan Kepenghuluan dan Alokasi
Dana Kepenghuluan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan  Keuangan
Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1998 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupalxten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaterl Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilin, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna; Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembalran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara | Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara & Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan |Len'l’r:azau'an
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegarLJ. Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan' Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35539), sebagai:.qana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 157, ’l‘ambahan[ Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendépatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerin Nomeor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun %O 16 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo?esia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenéhuluan;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun
2009 tentang Keuangan Kepenghuluan (Lembarian Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

KEPENGHULUAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pf}ramran Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kepefighuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang menpiliki batas
wilay vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkah prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihorimati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik|lndonesia.

Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat sctempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama
lain | dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kepenghuluan.

Bada.h Permusyawaratan Kepenghuluan atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggbtanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Kepenghuluan adalah semua hak dan kewajiban kepenghuluan

g‘ dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu bcrupeIJ uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan' kewajiban
kepenghuluan.

Penéelolaan Keuangan Kepenghuluan adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pert?nggungiawaban keuangan kepenghuluan.

Rencana  Kerja Pemerintah  Kepenghuluan, selanjutnya  disebut
RKPKepenghuluan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menkngah Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut
APBKepenghuluan, adalah rencana keuangan tahunan Pcmcnntahan
Kepénghuluan

Dana Kepenghuluan adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kepenghuluan
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belapja Daerah
Kabupaten dan  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemenntahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan' pemberdayaan masyarakat.
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Alokasi Dana Kepenghuluan, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana
perunbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kelom'pok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. |

Pcmeéang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan adalah
Penghulu atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewerlangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan ' keuangan
Kepen ghuluan,

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan, yang selanjutnya

disingkat PTPKK, adalah unsur perangkat kepenghuluan yang membantu
penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kcpenghuhhan

Sckretans Kepenghuluan adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan Kepenghuluan.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatdan dengan
bidangnya

Bendahara adalah unsur staf sekretariat kepenghuluan yang membidangi
urusan administrasi keuangan wuntuk menatausahakan keuangan
kcpet}ghulua.n

Reke:lnng Kas Kepenghuluan adalah rekening tempat menyirﬁpan uang
Pemerintahan kepenghuluan yang menampung seluruh penerimaan
kepenghuluan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
kepenghuluan pada Bank yang ditetapkan.

Penerlmaan Kepenghuluan adalah Uang yang berasal d seluruh
pcndapatan kepenghuluan yang masuk ke APBKepenghul melalui
rekening kas kepenghuluan.

Pengeluaran Kepenghuluan adalah Uang yang dikeluarkan dari
APBKepenghuluan melalui rekening kas kepenghuluan.

Surplus Anggaran Kepenghuluan adalah selisih lebih antara pendapatan
kepenghuluan dengan belanja kepenghuluan.

Defisit Anggaran Kepenghuluan adalah selisih kurang antara Pendapatan
kepenghuluan dengan belanja kepenghuluan.

Sisa ;Leb:h Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah
selisth lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran,

Peraturan Kepenghuluan adalah peraturan perundang-und yang

ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Kepenghuluan.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KEPENGHULUAN
Pasal 2

Keuanga.n Kepenghuluan dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.



BAB Il
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPENGHULUAN
Pasal 3

{1) Penghulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
kepenghuluan dan mewakili Pemerintah Kepenghuluan dalam kepemilikan
kekayaan milik kepenghuluan yang dipisahkan.

(2) Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
keperighuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
kewenangan
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKepenghuluan;

b. mepetapkan PTPKK;

c. mepetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
kepenghuluan;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBKepenghuluan; dan

€. meialmkan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
AP]?Kepenghuluan

(3) Penghulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kepcnghuluan,
dibantu oleh PTPKK.

Pasal 4

(1) PTPKX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {3) berasal dari unsur
Permjxgkat Kepenghuluan,terdiri dari:
a. Sekretaris Kepenghuluan;
b. Kepala Urusan; dan
c. Bendahara.

(2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Penghulu

Pasal 5

(1) Sekretaris Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keuangan kepenghuluan.

(2) Sekrbtaris Kepenghuluan selaku koordinator pelaksana teknis Ipengelolaan
keuangan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .mempunyai
tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKepenghuluan;

b. menyusun Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang
APBKepenghuluan, perubahan APBKepenghuluan dan pertanggung
ja'!;vaban pelaksanaan APBKepenghuluan;

c. mtlakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
ditetapkan dalam APBKepenghuluan; |

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBKepenghuluan dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBKepenghuluan

yang telah

Pasal 6

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huraf b
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.



{2) Kepald Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

(1)

2

(1)

(2)

(3)

(@)

(1)

(2)

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi | tanggung
jaw:tabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
K ghuluan yang telah ditetapkan di dalam APBKepenghuluan;

c. melhkukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;

d. me:?gendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penghulu; dan

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiiatan.

M

Pasal 7 |

Bend?hara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1} huruq ¢ di jabat
oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kepenghuluan dan
pengeluaran pendapatan kepenghuluan dalam rangka pelaksanaan
APBI{"epenghuluan.

BAB IV
APBKepenghuluan
Pasal 8

APBKepenghuluan,terdiri atas:
a. Pendapatan Kepenghuluan;
b. Belanja Kepenghuluan; dan
c. Pe?tbiayaan Kepenghuluan.

Pendéa.patan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Belanja Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Pemt}iayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 9

Pendapatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 8 ayat (1)
huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kepenghuluan
yang merupakan hak kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh kepenghuluan.

Pendapatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKepenghuluan);

b. Transfer; dan

¢. Pendapatan Lain-Lain.



(3) Kelompok PAKepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
terdiri atas jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swédaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli Kepenghuluan.

{4) Hasil usaha kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
antara lain hasil Bumdes, tanah kas kepenghuluan.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf b antara la.lﬁl tarnbatan
perahg.z, pasar kepenghuluan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud' pada ayat
(3) huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan
peramn serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d antara lain hasil pungutan kepenghuluan.

Pasal 10

(1) KelenEpok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,
terdiri atas jenis:
a.Dana Kepenghuluan;
b.Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK);
d.Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. Bahtuan Keuangan APBD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten bagaimana
di sud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dlkelbla dalam APBKepenghuluan tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh perseratus).

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ay'at (2) huruf
c, terdiri atas jenis:
a. I-Ilbah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan Kepenghuluan yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana
dimdksud dalam Pasal 10 ayat (2} huruf a adalah pemberian berupa uang
dari Pihak ketiga.

(2) Lain-lain pendapatan kepenghuluan yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasa:l 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama
dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kepenghutuan.

Bagian Kedua
Belanja Kepenghuluan
Pasal 12

(1) Belanja Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening kepenghuluan yang merupakan
kewajiban kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh kepenghuluan.



(2) Belanja Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kepenghulyan.

Pasal 13

(1) Klasifikasi Belanja Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Peniyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
b. Peldksanaan Pembangunan Kepenghuluan;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan;
d. Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan; dan
& Bel&nja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
keg:atan sesuai dengan kebutuhan kepenghuluan yang telah dituangkan
dalam RKPKepenghuluan.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.
Pasal 14

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf
a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan serta tunjangan BPK.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggatkan dalam
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, kegiatan
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Besaran penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

(1) Belahja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
hurdf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
ml&u; manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belain_]a barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a.ntara lain:
a. alat tulis kantor;
b. bénda pos;
c. bahan/material;
d. mehharaan,
e. cetak/ penggandaan;
f. séwa kantor kepenghuluan;
g. séwa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
1. honorarium narasumber/ahli;



m.opetasional Pemerintah Kepenghuluan,

n. opetasional BPK;

o. inséntif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Besarhya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada aydt (2) huruf
j diberikan kepada Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan penggdlongannya
dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Non Struktural sebagaimana
tercar*h.tm pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud' pada ayat
(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam
rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perentanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pembkrdayaan masyarakat Kepenghuluan, yang mana diberikan dalam
bentuk gaji.

(5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat s¢bagaimana

dnnaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
keglatan

Pasal 16

(1) Belarija Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3] huruf ¢,
diguriakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 {dua belas) biulan.

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat, (1} digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
kepenghuluan.

Pasal 17

(1) Dalai keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah
kepenghuluan dapat melakukan belanja yang belum tersedia an%garannya

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB secbagaimana dimaksud paﬁ:la ayat (1)
merdpakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 'diharapkan
berulang dan/atau menKepenghuluank.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1} yaitu antara lain
dikatenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

(5) Keac%aem darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf ¢ meliputi semua penerimaan yang periu dibayar kembali dan/atau
pengcluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
beraangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



(2) Pembiayaan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerjmaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a,
mencagkup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pericairan Dana Cadangan; dan
e Has;il penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan.

(4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa
dana kegiatan lanjutan.

(5) SﬂPAl sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan
pemblayam yvang digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebﬂ} kecil dari
paéa realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan secbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening
dana; cadangan ke rekening kas kepenghuluan dalam tahun anggaran
berkenaan.

(7) Hasif penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan sébagaimana
dunaksud pada ayat (3) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan hasil
penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
hurdf b, terdiri dari :
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Kepenghuluan.

(2} Pemi:r.intah Kepenghuluan dapat membentuk dana cadangan sebagaimana
dimgksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun

(3) Pemfhcnmkan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan kepenghuluan.

(4) Pergturan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
ikit memuat :
a. p%netapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
¢. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan,

(5) Penibentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan kepenghuluan, kecuali dari
pentrimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Penghulu.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Perencanaan
Pasal 20

(1) Sekretaris Kepenghuluan menyusun Rancangan Peraturan Kepenghuluan
tentai APBKepenghuluan berdasarkan RKPKepenghuluan tahun
berkenaan.

(2) Sekretaris Kepenghuluan menyampaikan rancangan Peraturan Kepenghuluan
tenta{ag APBKepenghuluan kepada Penghulu.

(3) Rancangan  peraturan Kepenghuluan tentang APBKepenghuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penghulu kepada
Badah Permusyawaratan Kepenghuluan untuk dibahas dan disepakati
bersama.

(4) Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKepenghuluan disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober
tahuh berjalan.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKepenghuluan yang telah
diseﬂakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
disampaikan oleh Penghulu kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain
paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKepenghuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua pu.lul}] hari kerja
sejak  diterimanya Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang
APBKepenghuluan.

{(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kepenghuluan tersebut
berle'aku dengan sendirinya.

(4) Da_la;m hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Kepénghuluan tentang APBKepenghuluan tidak sesuai dengan kepentingan
umym dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Penghulu
melagkukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi. '

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Penghulu sebagaimana
dim{aksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Penghulu tetap Imozanet:;q:qlxcan
Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKepenghuluan menjadi
Pergturan Kepenghuluan, Bupati membatalkan Peraturan Kepenghuluan
dengan Keputusan Bupati.



(2) Pembatalan Peraturan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKepenghuluan tahun anggaran

sebelymnya.

(3) Dalamy hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghulu
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintah Kepenghuluan.

(4) Penghulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepenghuluan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dan selanjutnya Penghulu bersama BPK mencabut  peraturan
Kepenghuluan dimaksud.

Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kepenghuluan
tentang APBKepenghuluan kepada camat atau sebutan lain.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKepenghuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak  diterimanya Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang
APBKepenghuluan.

(3) Dal hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalarn batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Peraturan Kepenghulua!n tersebut
berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Kepenghuluan tentang APBKepenghuluan tidak sesuai dengan kepentingan
umutn dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Penghulu
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Penghulu sebagaimana
dimaksud ayat (4) dan Penghulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Kepenghuluan tentang APBKepenghuluan menjadi Peraturan
Kepehghuluan, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan
Kepehghuluan kepada Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan
Peraturan Kepenghuluan tentang APBKepenghuluan kepada Camat diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 24

(1) Sempa penerimaan dan pengeluaran Kepenghuluan dal lim rangka
pelaksanaan kewenangan kepenghuluan dilaksanakan melahui rekening kas
kepenghtﬂuan

(2) Khusus bagi kepenghuluan yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Sempa penerimaan dan pengeluaran kepenghuluan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

(1) Pcmenntah Kepenghuluan dilarang melakukan pungutan sebagsu' penerimaan
kepenghuluan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Kepenghuluan.



(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kepenghuluan pada jumlah
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
kepedghuluan.

Pasal 26

(1) Pengeluaran Kepenghuluan yang mengakibatkan beban APBKepenghuluan
tidakldapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kepenghuluan tentang
APBKepenghuluan ditetapkan menjadi Peraturan Kepenghuluan.

2) Pengtlfluaran Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan éperasional
perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Penghulu.

(3) Pen aan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Penghulu.

Pasal 27

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
haru$ disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Blaya

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi
oleh Sekretaris Kepenghuluan dan di sahkan oleh Penghulu.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindalkan pengeiuaran yang

ebabkan atas beban anggaran  belanja kegiatan dengan

mcn‘ﬂoergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan di kepenghuluan.

Pasal 28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat! (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPPj kepada Penghulu.

{2) Surgt Permintaan Pembayaran (SPP) seba.gaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
a. Surat: Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

¢. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Sekretaris Kepenghuluan berkewajiban untuk:

a. menehti kelengkapan permintaan pembayaran di gjukan oleh pelaksana
keglatan

b. mcngu_n kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKepenghuluan
yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Kepenghuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Penghulu menyetujui permintaan
pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

{(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat {2} selanjutnya
bendghara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara Kepenghuluan sebagai wajib pungut pajak penghasﬂaq (PPh) dan
pajak Iamnya, wajib menyetorkan seluruh penenmaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Kepenghuluan diatur dengan peraturan
Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Perubahan Peraturan Kepenghuluan tentang dapat dilakukan apabila
terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
bela_nja
b. kehdaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)
un sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
c. tefjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Kepenghuluan pada tahun berjalan; dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2} Perubahan APBKepenghuluan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBKepenghuluan adalah sama dengan
tata cara penetapan APBKepenghuluan.

Pasal 34

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke kepenghuluan
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Kepenghuluan tentang
Perubahan APBKepenghuluan, perubahan diatur dengan Peraturan
Penghulu tentang perubahan APBKepenghuluan.

(2} Perubahan APBKepenghuluan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kepenghuluan.

(2) Bendahara Kepenghuluan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan
dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib.



Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengi_n penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal | b *abma 2017

SE ARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd
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Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal ¢ foktun, 2017
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR /& TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KEPENGHULUAN KABUPATEN ROKAN HILIR

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPENGHULUAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

BAB I
PENDAHULUAN

. Latar Belakang

Dampak krisis multidimensional beberapa tahun terakhir telah
mengakibatkan bertambah penduduk miskin, meningkatnya angka
pengangguran, melemahnya kegiatan produksi dan produktifitas
masyarakat dan dunia usaha serta menurunnya kepercayaan masyarakat
terhadap birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
upaya perlu ditempuh untuk memecahkan berbagai permasal tersebut
den mendorong percepatan pembangunan Daerah melalui peningkatan
perm{an Pemerintah Daerah dan Kepenghuluan dalam pelaksanaan
pcmbangunan dan mewujudkan sistem Perimbangan Keuangan Pusat,
Daerah dan Kepenghuluan.

i Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan visi bangsa
Indonesia yang telah dituangkan dalam Garis-garis Besar Halpan Negara
1999 2004, yaitu mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis,
berkgadﬂan berdaya saing, maju, dan sejahtera, dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan visi tersebut, Undang-Undang
Norn{)r 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
atasidasar prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, serta peningkatan kemandirian otonomi Kepenghuluan, Disamping
itu, sedapat mungkin Pedoman Penggunaan Dana Bantu ini juga
menéakomodir Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat% kapasitas
Pempnntahan Kepenghuluan dan Pembangunan Kepenghuluan saat ini
perli mendapat perhatian yang lebih besar, hal ini mengingat kondisi
Kepénghuluan-Kepenghuluan di Kabupaten/Kota saat ini lebih dari 50%
dengan tingkat perkembangan Kepenghuluan paling rendah yaitu Tingkat
Swadaya dan jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Oleh karena itu
Pembangunan Kepenghuluan dan pemberdayaan masyarakat harus sinergi
dengan penanggulangan kemiskinan.

! Oleh karena itu perlu ada pola pengalokasian da.na yang

penggunaannya sesuai dengan kebutuhan Kepenghuluan yaitu Alokasi
Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK} dimana
Penjenntah Kabupaten Rokan Hilir memberikan perhatian terhadap faktor-
faktor:

1. Kemiskinan;

2. Jumlah Penduduk;

3. Luas Wilayah;

4. Keterjangkauan Kepenghuluan.




Alokasi Dana Kepenghuluan {ADK) merupakan dana perimbangan

antari Pusat dan Daerah dan Dana Kepenghuluan yang bersulmber dari
An

gg Pendapatan dan Belanja Negara yang diharapkan menjadi
penyahgga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan
pembéngunan Kepenghuluan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dengan menggunakan forum musyawarah perencanaan
pembangunan Kepenghuluan sebagai wadah berhimpunnya semua elemen
yang ada di masyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan
yang pa.rtisipatif, menimbulkan rasa tanggungjawab secara bersama-sama,
masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati dan
saling' mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang
lebih ! besar yaitu membangun Kepenghuluan untuk mem}ingkatkan
kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif
dalam pembangunan Kepenghuluan.

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) di
progri sebagai upaya menyatukan visi dan misi pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan Kepenghuluan di Kabupaten khususnya
pelaksanaan di tingkat Kepenghuluan.

Dalam rangka percepatan pemberdayaan Otonomi Kepenghuluan
dan menghadapi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi
bersamaan dengan berbagai Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
melalui Dana APBD Tahun 2016 akan mengalokasikan dana bantuan
Keua.fagan Kepada Pemerintahan Kepenghuluan. Untuk memperlancar
peng?lolaan dana bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kepenghuluan
Tahun 2016 secara baik, benar, efisien, efektif dan bertanggung jawab,
maka diperlukan pedoman pengelolaan sebagai acuan bagi Pemerintah
Kepe}mghuluan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaa.n' pelaporan,
pembinaan dan pengendalian.

. Pendapatan Kepenghuluan dari Pemerintah Propinsi dan Pusat

1. Tujuan
Pendapatan Kepenghuluan yang berasal dari pemerintah juga
ditfujukan untuk memperkuat kemampuan Kepenghuluan dalam :

1. meningkatkan peran serta Pemerintahan Kepenghuluan dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam mewujudkan Otonomi Kepenghuluan yang
berorientasi pada pelayanan umum masyarakat; '

2.‘ meningkatkan kegiatan produksi yang berbasis ekonomi. kerakyatan

' dan partisipatif;

. menciptakan dan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha
serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe'mbangunan
Kepenghuluan yang berwawasan lingkungan; ’

4! menggerakkan potensi-potensi Kepenghuluan dalam menggali

. Pendapatan Asli Kepenghuluan;

5;’ mewtjudkan Otonomi Kepenghuluan yang berdaya guna dan berhasil
guna dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui pembangunan dan

; rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi; '

6: meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar

! serta pelayanan sosial dasar masyarakat;

7, meningkatkan kemampuan dan kemandirian Aparatur Pemerintahan
Kepenghuluan, Badan Perwakilan Kepenghuluan dan Lembaga
Kemasyarakatan lainnya;
meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sebagai penanggulangan kemiskinan.

L.



2.Sasaran

Sasaran Dana Kepada Pemerintahan Kepenghuluan adalah
Kepenghuluan se-Kabupaten Rokan Hilir, guna mendukung terlaksananya
tugas dan fungsi Pemerintahan Kepenghuluan khususnya peningkatan
peldyanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
upaya penanggulangan kemiskinan di Kepenghuluan, yang ditandai
dengan indikator :

a. berkurangnya penduduk miskin;

b. tferkurangnya tingkat pengangguran;
c. meningkatnya produksi dan produktifitas usaha masyarakat

lgfepenghuiuan;

d. eningkatnya pelayanan pemerintah, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan;

e d’leningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
kepenghuluanan;

f. theningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan,
}i‘aembangunan dan kemasyarakatan.

€. Alokisi Dana Kepenghuluan dan Dana Kepenghuluan serta Pendapatan
dari Pemerintah lainnya

1. Prinsip-prinsip Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dan Dana
penghuluan serta Pendapatan Pemerintah Kepenghulua? lainnya
a! Mendorong semangat Desentralisasi;
bj Adil, Transparan dan Akuntabel;
cl Pasti, dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan;
d| Memberikan stimulan dan insentif bagi Kepenghuluan.

2. Tujuan Alokasi Dana Kepenghuluan dan Dana Kepenghuluan serta
Pemerintah Kepenghuluan Lainnya
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
bi. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembanguna'n di tingkat
Kepenghuluan dan pemberdayaan masyarakat;
ci Meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan
' Pemerintahan Kepenghuluan;
. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,;
1 Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kepenghuluan dalam
rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
. Meningkatkan  Pendapatan  Kepenghuluan dan  Masyarakat
Kepenghuluan melalui Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep).

1= .. I

-

BAB II
MEKANISME PENGELOLAAN DI KEPENGHULUAN

A. Prinsip-prinsip pengelolaan

Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kepenghuluan
adalah salah satu sumber penerimaan Kepenghullan dalam
menyelenggarakan Otonomi Kepenghuluan, oleh karena itu dalam
pengelolaanya harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Transparancy, yaitu seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan
harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dehgan mudah
terbuka. Transparansi Anggaran Kepenghuluan merupakan
persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintah Kepenghuluan yang
baik, bersih dan bertanggung jawab.



2. Participation, yaitu seluruh anggota masyarakat harus beperan aktif
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan
berpegang teguh pada musyawarah Kepenghuluan sebagai forum
pengambilan keputusan tertinggi.

3. Accountability, yaitu seluruh program/kegiatan harus dapat
dipértanggung jawabkan baik secara teknis maupun secara administrative
(terﬁb dan d151p11n anggaran). Pemerintah Kepenghuluan bqrtanggung

jawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan
program yang telah disahkan cleh Bupati Rokan Hilir.

4. Suistainability, yaitu hasil kegiatan dapat dimanfaatkan dan dapat
dike mbangkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dana bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Kepenghuluan harus digunakan untuk kegiatan—
keg;atan yang dapat merangsang partisipasi dan swadaya masyarakat.

Perencanaan

Pendapatan yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintahan
Kepenghuluan akan dijabarkan lebih lanjut oleh kepenghuluan kedalam
An an Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep). Anggaran
Pendgpatan dan Belanja Kepenghuluan terdiri dari Anggaran Pendapatan,
An Belanja dan Anggaran Pembiayaan. Dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (RAPBKep),
Pcmchntah kepenghuluan harus mengacu pada hasil Musyawarah Rencana
Pembangunan Kepenghuluan (Musrenbangkep). Pemerintah Kepenghuluan
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Keﬁenghuluan
yang imerupakan rencana operasional kepenghuluan yang kemudian harus
mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan ditetapkan dengan' Peraturan
Kepenghuluan, dan diupayakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
ditetdpkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabup?ten Rokan

Salah satu sumber pendapatan Kepenghuluan yang akan
dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat
Kepenghuluan, berasal dari Alokasi Dana Kepenghuluan {ADK) yang terdiri
dari maksimal 60% (enam puluh perseratus) dan sisanya unquk Belanja
Operasional Pemerintahan Kepenghuluan untuk acuan pembiayaan Belanja
Publik (Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat), dengan rincian sebagai
berikut :

1?1 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kepenghuluan dengan
sumber Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dengan
rincian sebagai berikut :

1. Alokam Dana Kepenghuluan yang diperuntukkan bagi setiap
Kepenghuluan ditetapkan berdasarkan Variabel yang telah ditetapkan
dengan Indikator Pembobotan :

embobotan keluarga miskin sebesar 30% dari ADKPx, dengan rumus
ipenetapan koefisien variabel Perkepenghuluan adalah jumlah keluarga
gdskin Kepenghuluan dibagi jumlah keluarga miskin seluruh
epenghuluan;

;pembobotan jumlah penduduk sebesar 50% dari ADKPx, dengan rumus

!penetapan koefisien variabel Perkepenghuluan adal jumlah

penduduk Kepenghuluan dibagi jumlah penduduk seluruh

IKepenghuluan;

c.ipembobotan keterjangkauan/jarak sebesar 20% dari ADKPx, dengan
lrumus penetapan koefisien variabel perkepenghuluan adalah

‘keterjangkauan/jarak Kepenghuluan dibagi jumlah keteérjangkauan

atau jarak seluruh Kepenghuluan.




2. Dana Kepenghuluan (DK) untuk suatu Kepenghuluan adalah %Dagu dana

ch?nghuluan Kabupaten Rokan Hilir x [{25% x rasio Jumlah Penduduk
Kepenghuluan yang  bersangkutan terhadap total penduduk
Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir) + (10% x rasio luas wilayah
kepénghuluan yang bersangkutan terhadap total Iluas wilayah
kepo%.-nghuluan di kabupaten Rokan Hilir) + ( 35% x rasio jumlah keluarga
rm'sllcjn terhadap total jumlah rumah tangga kepenghuluan di Kabupaten
Rokan Hilir) + (30% x rasio IKG kepenghuluan yang bersangkutan
terhadap total IKG kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir).

1.1. Alokasi Dana Kepenghuluan, dipergunakan untuk :
1. Penghasilan tetap penghulu dan perangkat kepenghuluan

maksimal 60% dengan rincian :

a. 60% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan kurang dari Rp.
500.000.000,00

b. 50% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp.
500.000.000,00 hingga Rp. 700.000.000,00

c. 40% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp.
700.000.000,00 hingga Rp. 900.000.000,00

d. 30% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp.
900.000.000,00

2. Maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran
kepenghuluan digunakan untuk :

a. Operasional Pemerintah Kepenghuluan;

b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan (BPK) adalah dengan rincian sebagai berikut:
-Ketua BPK Rp. 1.000.000,-x 12 bln =Rp. 12.000.000,-
-Wakil Ketua Rp. 700.000,-x 12bln =Rp. 8.400.000,-
-Sekretaris Rp. 600.000,-x 12 bln =Rp. 7.200.000,-
Anggota  Rp. 500.000,-x 12 bln =Rp. - 6.000.000,-

c. Operasional BPK maksimal 10% dari Belanja Operasional
Pemerintah Kepenghuluan;

d. Operasional Rukun Warga (RW) sebesar Rp.250.000,-/bulan dan
Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp.250.000,-/bulan;

e. Tenaga Administrasi yang membantu pelaksanaan Pemerintah
Kepenghuluan dapat dianggarkan oleh Kepenghuluan
berdasarkan kemampuan Kepenghuluan bersangkutan, dengan
honorarium tidak melebihi honorarium yang diterima
bendahara /Penanggungjawab admininstrasi keuangan.

f. Tenaga Teknis Pembantu Bendahara dan tenaga teknis lainnya
dengan Persyaratan minimal SLTA/sederajat dengan atau
bidang ilmu akuntansi/keuangan dan memiliki pengalaman
dibidang akuntansi/keuangan lainnya dengan Honorarium
sebesar Rp.500.000,-/Bulan.

g. Khusus tenaga teknis kegiatan ADK/DK untuk pekerjaan
konstruksi dianggarkan pada kegiatan masing-masing yang
ditetapkan maksimal sebesar Rp.1.500.000,-/paket pekerjaan,

yang terdiri dari :

-membantu perencanaan : Rp. 500.000,00
-membantu pengawasan : Rp. 500.000,00
-membantu pertanggungjawaban : Rp. 500.000,00

h. Untuk Kepenghuluan yang memiliki pustaka Kepenghuluan,
maka pengelolaan pustaka Kepenghuluan tersebut dapat
diberikan bantuan sebesar Rp.500.000,-/Bulan.

i. Dalam rangka tertib administrasi inventarns aset Kepenghuluan,
petugas  pengelola/pengurus  barang/aset Kepenghuluan
diberikan bantuan sebesar Rp.500.000/Bulan.



1.2.'Alokasi Dana Kepenghuluan dan Dana Kepenghuluan,
dipergunakan untuk :

a.Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan,
- Bidang Pembangunan dengan rincian sebagai berikut :

1.

10,

Pembuatan Blangko isian Monografi Kepenghuluan yang

ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya
diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);

Pembuatan Buku Administrasi Kepenghuluan yang ditetapkan

sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan

oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan
bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);

Biaya perbaikan dan pembangunan penunjang pelaksanaan

Pemerintahan Kepenghuluan.

Biaya penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan

Kepenghuluan (Musrenbangkep) ditetapkan sebesar Rp.

3.000.000,-/tahun;

Biaya Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan

ditetapkan sebesar Rp.3.000.000,-/tahun (hanya bagi

Kepenghuluan yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat

Kepenghuluan);

Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Kepenghuluan (APBKep) ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-

/tahun;

Biaya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kepenghuluan (RPJMKep) ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-

/tahun;

Biaya Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ditetagkan oleh

masing-masing kepenghuluan dengan besaran yang

dsesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpengaruh pada
jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai
berikut :

- honorarium panitia pelaksana (ketua sebesar Rp. 600.000,-
per bulan; sekretaris sebesar Rp. 500.000,~ per bulan;
bendahara sebesar Rp. 400.000,- per bulan; anggota sebesar
Rp. 300.000,- per bulanj;

- honorarium untuk petugas TPS (ketua sebesar Rp. 350.000,-
per TPS; sekretaris sebesar Rp. 300.000,- per TPS anggota
sebesar Rp. 250.000,- per TPS);

- honorarium pengawas (ketua sebesar Rp. 500.000,- per
bulan; dan anggota sebesar Rp. 400.000,- per bulan);

- honorarium petugas linmas sebesar Rp. 350.000,- untuk 2
orang petugas per TPS;

- honorarium panitia pembantu pemungutan suara sebesar
Rp. 200.000,- untuk 2 orang panitia per dusun;

- ditambah biaya-biaya lainnya vang dsesuaik dengan
kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan standar yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pembentukan Pengurus BPK ditetapkan sebesar

Rp.3.000.000,- (hanya bagi Kepenghuluan yang

menyelenggarakan Pemilihan BPK);

Untuk menjamin keberlangsungan tertib pendataan profil

Kepenghuluan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000, /ta.hun Rp.

10.000.000,-/tahun yang diperuntukkan bagi tim pendata

untuk kebutuhan operasional dan honorariiim tim.



£

12.

13.
14.

Biaya pembuatan surat tanah (SKPRT/SKGR) untuk

masyarakat miskin dialokasikan untuk 50 persil dengan biaya

maksimal sebesar Rp.100.000,-/persil yang digunakan untuk
biaya pembelian Blanko, Materai, Fotocopy dan petugas
pengukur.

Kegiatan pemberian penghargaan kepada Purna Bakti untuk

Penghulu  sebesar Rp.5.000.000/orang, hanya  bagi

kepenghuluan-kepenghuluan yang terjadi pergantian

Penghulu.

Kegiatan pembuatan peta desa sebesar Rp. 6000.000,-

Untuk kegiatan belanja pemberdayaan dan pembangunan

lainnya dapat berupa:

1. Biaya untuk Ketahanan Pangan.

2. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Kepenghuluan {BUMKep).

3.Upaya pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan,
pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat dan
penyelenggaraan tradisi bersih Kepenghuluan;

4. Pengelolaan tanah kas Kepenghuluan yang dilakukan dalam
upaya menimbulkan/ meningkatkan pendapatan asli
Kepenghuluan (PAK);

5. Pembangunan infrastruktur kepenghuluanan yang menjadi/
merupakan aset kepenghuluan, dengan prioritas penunjang
pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan;

6. Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK} yang terdiri dari Ketua
sebesar Rp. 500.000,00/kegiatan, Sekretaris sebesar Rp.
400.000,00/kegiatan  dan  bendahara  sebesar Rp.
400.000,00/kegiatan;

7. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi
berkembang;

8. Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
(TTG) dan pemanfaatan sumber daya Kepenghuluan, serta
pelestarian lingkungan hidup.

b. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dengan rincian sebagai
berikut :

i o8

2.

Peringatan Hari Besar Nasional yang dialokasikan dana sebesar
Rp. 5.000.000,-/tahun;

Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka
peningkatan kesalehan sosial sebesar Rp.10.000.000/tahun
yvang dipergunakan peringatan hari besar keagamaan dan
maksimal Rp. 20.000.000,- untuk pelaksanaan MTQ tingkat
Kepenghuluan;

Pemberdayaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian
insentif kepada imam mesjid ditetapkan sebesar Rp.200.000,-
/bulan;

Pemberdayaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian
insentif kepada gharim ditetapkan sebesar Rp.100.000,-/bulan;
Pemberdayaan anak mengaji tradisional dalam bentuk
pemberian insentif kepada guru mengaji tradisional sebesar
Rp.150.000,-/bulan dengan ketentuan mempunyai murid
minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan
pertanggungjawaban /pembuktian berupa absensi dan telah
mengajar minimal 1 (satu) tahun;

Pemberdayaan kegiatan sanggar seni kepenghuluan ditetapkan
sebesar Rp.2.000.000,-/tahun;



rbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan.

ngaduan dan Penanganan Masalah
Setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat harus segera
ditanggapi secara serius dan tidak terlalu lama dibiarkan, pengaduan

asyarakat merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh
masyarakat. Penanganan Pengaduan dilaksanakan secara berjenjang
di tingkat Kepenghuluan oleh Penghulu dan PTPKK, di tingkat
Kecamatan oleh Camat dan Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan,
di Tingkat Kabupaten oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

e. Pelestarian
elaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan harus
éxjamn dapat memberi manfaat bagi peningkatan kcsmahteraan
masyarakat, lembaga pemerintahan Kepenghuluan maupun lembaga
kemasyarakatan memberi dampak positif dan berkelanjutan.
Untuk itu pemeliharaan terhadap hasil kegiatan sangat diperlukan
gengan melibatkan unsur masyarakat sebagai Tim pemeliharaan hasil
embangunan sebagai pemanfaat kegiatan.

standar yang ditentukan, hasil evaluasi dapat disajiikan dasar upaya
d E

D. In tor Keberhasilan Alokasi Dana Kepenghuluan dan Dana

Kepenghuluan

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan Pengelolaan Alokasi

Dana Kepenghuluan, yaitu:

a. Ber.icura.ngnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktivitas
mereka dalam kegiatan ekonomi,

b. Berturangnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di
Perkepenghuluanan;

s Mel!lingkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinyal lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintahan Kepenghuluan;

d. Terﬁentuknya Badan-badan Usaha Milik Kepenghuluan dan
merﬁ'lingkamya Pendapatan Asli Kepenghuluan {PAK);

e; Berkurangnya kejadian luar biasa/wabah dan berfungsinya Posyandu-
posyandu dan Polindes di semua Kepenghuluan;

f. Terbentuknya Lembaga pendidikan di luar sekolah dan meningkatnya
prestasi siswa;

g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sistem kemanan lingkungan
(Siskamling);

h. Terciptanya pemerataan pembangunan di semua Dusun dan berkembangnya
Dusun-dusun terpencil;

i. Terpangun dan terpiliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum
di Rerkepenghuluanan;

j. Semaraknya kehidupan keagamaan sebagai wujud kesalehan sosial;

k. Me{lmgkatnya peranan perempuan dalam pembangunan melalui aktifitas
kegiatan ekonomi produktif;

I. Meningkatnya swadaya gotong royong dan terlaksananya bulan bhakti
gotong royong masyarakat;

1. Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di kepenghuluanan dan
meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup;

m.Terbangun dan terpeliharanya infrastrulktur.

n. Tersedianya dan tercatatnya barang inventaris Kepenghuluan dengan
tertib dan cermat.

0. Tcrmptanya tertib administrasi pertanahan di Kepenghuluan.



10.

11.

12.

BAB YV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dala.rr'tlpenggunaan dana (Belanja Rutin dan Pemberdayaan/Pembangunan),
Pengl-krl‘u harus melakukan perencanaan setiap kegiatan yang tercantum
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep).

Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan
Surat 'Pertanggungjawaban (SPJ).

Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana
dalam: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep).

Tata. | Usaha Keuangan Kepenghuluan dilakukan oleh Bendahara
Keperjghuluan dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlakg.

Pcnghulu harus menyampaikan laporan penggunaan dana oleh
Kepenghuluan (RFK) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap bulan
kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan paling lambat setiap tanggal 5
bulan] berikutnya, untuk diteliti keabsahannya.

Kecarhatan merekap laporan penggunaan dana oleh Kepenghuluan tersebut
kepada Bupati Rokan Hilir melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan I$)esa Kabupaten Rokan Hilir paling lambat setiap tanggal 10 bulan
berikutnya.

Tim F‘a51hta51/ Monitoring akan melakukan pembinaan, monitoring dan
evaluam terhadap pelaksanaan kegiatan di tiap-tiap Kepenghuluan.

r{ér;-ltl(g( kebutuhan pengendalian pelaksanaan dan pembinaan kegiatan,
Penghulu harus menyampaikan laporan pelaksanaan keglatan yang
tcpat; cepat dan akurat demi keberlangsungan dan keberhasilan program.

Pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan ditujukan untuk :

a. Untuk mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan
prtflgramf kegiatan di tiap Kepenghuluan.

b. Mengetahui dan membantu memecahkan masalah di lapangan baik
daJ:am tahap perencanaan, penyaluran maupun penggunaan dana
bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kepenghuluan.

c. Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran di
lapangan. !

d. Me‘ngevaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lapangan dan tindak
lanjut dari kegiatan.

Pemberian penghargaan dan sanksi bagi Kepenghuluan :

a.Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Kepenghuluan,

peinerintah daerah dapat memberikan penghargaan dfﬂ sanksi

administrasi bagi Kepenghuluan yang belum menyusun
peftanggungjawaban dan pelaporan.

b. K.qtcna untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi
dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

Para:Camat berkewajiban dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan program.

Penghulu diharapkan untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang

d1hadap1 di Kepenghuluan secara berjenjang (Camat-Bupati).




13. Masyarakat diharapkan dapat membantu mengawasi program-program yang
dilaksanakan di Kepenghuluan.

BAB VI
SANKSI

Apabila Penghulu tidak menyerahkan Peraturan Kepenghuluan mengenai
APBKep Tahun Anggaran berjalan dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Kepenghuluan tahap sebelumnya maka Bupati mengenakan sanksi
administratif berupa penundaan pengaliran Dana Kepenghuluan sampai dengan
dteriamnya dokumen yang dimaksud.

Demikian Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Kepenghuluan ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

BUPATI] [ROKAN HILIR,
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR /& TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KEPENGHULUAN KABUPATEN ROKAN HILIR

A. FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TENTANlG APBKep

LAMBAN PEMERINTAH KEPENGHULUAN .......ccovvvnvinnnnn
PEMD: KECAMATAN ...cciciiiciinniininann
KAEUIPATEN ...onssmmmmasmns

RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN ......cocoirinininnan
NOMOR ....cceenne TAHUN..cocoiars

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
TAHUN ANGGARAN .......c.oceeeeeee

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU ......comreieiniinnens p
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten
........ Nomaor ... Tahun ...... tentang ..........c.c......, Penghulu menetapkan

rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang Anggaran Pengapatan dan
Belanja Kepenghuluan (APBKep}; Fﬂ

b. bahwa Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Kepenghuluan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan

Kepenghuluan ....... . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepenghuluan Tahun Anggaran ........
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamb Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 54935)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Dess;

5. Peraturan Daerah Kabupaten ........ NOmor .....ceeeceees Tahun ........
tentang ......eeeeen (Lembaran daerah Kabupaten ................. Tahun
............ Nomor ..... );

6. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN ... (Nama KEPENGHULUAN)
dan
PENGHULU ... (Nama KEPENGHULUAN}

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TENTANG ANGGARAN
) PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN MGGARAN

samsAEGERRIRERTISERD



Pasal 1

gzr;gﬁaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuhian Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai
ikut :
1. Pendapatan Kepenghuluan
2. Belanj:f?, Kepenghuluan
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah KepenghuluanRp.......ccviiviininiiinincn
b. Biddng Pembangunan R
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bid Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Kepenghuluan

a. Penerimaan Pembiayaan | 24 o SN

b. Pengeluaran Pembiayaan BAE. sdppagezenerdinhoniziiigi

Selisih Pembiayaan (a—-b) B cuesaismmming
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepenghuluan ini be)r'upa Rincian
Struktur Af'iggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepenghuluan ini.

Pasal 4

Penghulu menetapkan Peraturan Penghulu dan/atau Keputusan Penghulu guna pelaksanaan
Peraturan Kepenghuluan ini.

Pasal 5

Peraturan Xiepenghuluan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap;orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ghuluan
ini dalam Lembaran Kepenghuluan dan Berita Kepenghuluan oleh Sekretaris Ke huluan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

PENGHULU...(Nama KEPENGHULUAN),

tanda tangan |

NAMA
{Nama Tanpa Gelar dan Pangkat}

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Sekretaris Kepenghuluan ... (Nama
Kepenghuluanj,

tanda tangan

. NAMA
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat}

LEMBARAN KEPENGHULUAN ... (Nama KEPENGHULUAN)
TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN ...

NOMOR /. TAHUN .201 £

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN

--------------------

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
PEMERINTAH KEPENGHULUAN.......c.c....

TAHUN ANGGARAN.............

KODE URAIAN ANGGARAN | KETERANG
REKENI (Rp.) AN

NG

! 2 3 4
1 i | PENDAPATAN '
1]1] 1, | Pendapatan Asli Kepenghuluan
1111 Hasil Usaha
1] 1| 2(| | Swadaya, Partisipasi dan Gotong

| | Royong

1| 1] 3| | Lain-lain Pendapatan Asli
Kepenghuluan yang sah

112 Pendapatan Transfer
1{2; 1]} | Dana Kepenghuluan .l
1| 2| 2|' | Bagian dari hasil pajak &retribusi

daerah kabupaten/ kota

1! 2| 3{1 | Alokasi Dana Kepenghuluan
1124 Bantuan Keuangan :
1| 2{ 4| 1| Bantuan Provinsi
1| 2| 4| 2| Bantuan Kabupaten / Kota
113 Pendapatan Lain lain
13| 1| || Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3
yang tidak mengikat
1|3| 2| | Lain-lain Pendapatan Kepenghuluan
yang sah
JUMLAH PENDAPATAN !
2 BELANJA
g4 || Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Kepenghuluan X

21| 1| 1| || Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2| 1] 1] 1| Belanja Pegawai.

i| - Penghasilan Tetap Penghulu dan
Perangkat

- Tunjangan Penghulu dan Perangkat

- Tunjangan BPK

2| 1i 2| i Operasional Perkantoran

2 | 1! 2| 2| Belanja Barang dan Jasa

i - Alat Tulis Kantor

| - Benda POS

- Pakaian Dinas dan Atribut




- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

= Pemeliharaan

.| - Air, Listrik,dasn Telepon

' | - Honor

13| Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

ot

Operasional BPK

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Konsumsi Rapat

« Q8L corsrseresensiniinsssaninavass

-t

‘| Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

i - ATK

i

¥

|

2
i
|| - Penggandaan
i
|
]

2
i
j
i

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

= Y s animansn N ———

Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Kepenghuluan

Perbaikan -Saluran Irigasi

2! Belanja Barang dan jasa

|- Upah Kerja

+- Honor

3i{|Belanja Modal

- Semen

~ Material

Pengaspalan jalan kepenghuluan

2| Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

Honor

3| Belanja_Modal:

» Aspal

1 Pasir

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

ﬁegiatan Pembinaan Ketentraman dan
etertiban

2| Belanja Barang dan Jasa:

-:Honor Pelatih




- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

N|bD

Kegiatan Pelatihan Penghulu dan
Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

JiafPiuiuny el Py

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

e

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

o] | o] &
i

Belanja Barang dan Jasa:

e i

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Wi LW

it | ot | ot | b
IR

Hasil Kekayaan Kepenghuluan Yang
dipisahkan

i | JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

||

RN N

Penyertaan Modal Kepenghuluan

JUMLAH (RP )

DISETUJUI OLEH
PENGHULL .ovisomsveriinsreinvves

TTD

[ o R S )




B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

REPENGHULUAR .ovuanmainn KECAMATAN ..niininmonsmasmsicas
TAHUN ANGGARAN ...covvinvernen
1. BEanE oot
2. Kegle:btan ..............................
3. Waktl Pelaksanaan :
Rincian ﬁ’endanaan
NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
(Rp.) . (Rp))
1 2 3 4 5
1
JUMLAH (Rp.) ,
................. , tanggal ... d
Disetujui/mengesahkan Pelaksana Kegiatan
Penghulu
'-.‘It-- -
Cara pengisian :

- Btdanq diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja
kepenghuliuan.

Kegiatlin diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKep.
kolom {I diisi dengan nomor urut

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom \3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

Icolom /| 4 dHSI dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar

N 9‘-?1:'%505\3

kolom 5 diisi dengan Jjumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

KEPENGHULUAN............. KECAMATAN. ...cccoreiieeninninns
TAHUN ANGGARAN. . covciimmanmassnin i vessrsemisnsanssssis
1. Bidang : =
2. Kegiatan :
Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.)
No . . Nomor | Belanja Jumninii Saldo Kas
Tanggal Uraian Dari Swadaya RBidleti | Bassne dak Belanja Pengembalian (Rp.)
’ Bendahara | Masyarakat 3 mmm Modal ke Bendahara P
1 2 3 4 S 6 ¥ 8 10

Pindahan Jumlah dari

halaman sebelumnya

Jumlah

Total Penerimaan Total Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Kas
Kepenghuluan.............,Tanggal......
Pelaksana Kegiatan,

Cara pengisian:
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBKep,
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4.  Kolom 2 diisi dengan Ez@@&gamnwmw
5. Kolom 3 diisi dengan urgian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima berdahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8.  Kolom 6 diisi dengan nomor bukii transaksi
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dart jasa.

-10.__Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja.modal..
11. Kolom 9 diisi dengan jumiah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.




D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PFRMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

KEPENGHULUAN ........ e KECAMATAN ........coeeie

TAHUN ANGGARAN .....cvcoevnne
1. Bidan =
2. Kegi 5

3. Waktu Pelaksanaan :

BhrrrEraepFrEE g .

Rincian andanaan
NO. JRAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA
ANG S.D.YG SEKARANG SAMP DANA
LALU SAAT INI
(Rp.) {Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
|
J}JMLAH
e elaksana atan
Telah dilakukan verifikalsi Pelak Kegi
lSekretaris Kepenghulu
e |
Setujui untuk dibayarkdn Telah dibayar lunas
Penghulu Bendahara
- andre
Petunjuk _;f\'engrsm
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan  klasifikasi kelompok belanja
kepenghuluan.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKep.
3. Kolom'l dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom % diisi dengan rincian jumiah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian dimintakan uniuk dibayar. |
8. Kolom b diisi dengan jumlah peymintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom ¥ disi dengan sisa anggadran.



E. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYA TANGGUNGJAWAB BELANJA

KEPENGHULUAN .......lleiciieninnnnes KECAMATAN .ccoovirviriiiniiniciianns qeevee
TAHUN ANGGARAN ...........
1. Biatg oo
2. Kegiatan :...ooooooeusiissninn
Nq. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4

1

|
JUMLAH (Rp.)

!
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demi]cim% surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

...............

Cara pengistan: :

. Bidang diisi dengan kode rekening|berdasarkan klasifikasi kelompok belanja kepenghuluan.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKep.
Kolam I diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan penerima ayaran yang ada di bukti belanja

Kolom qczus; dengan uraian keperijian belanja

kolom 4idiisi dengan jumlah belanj

baris Jw;dah diisi jumlah keseluruhan

NSOk W~



F. FORMAT PENATAUSAHAAN

1. Buku Kas Umum
.BUKU KAS UMUM

KEPENGHULUAN ........ccocoeveeenne.. KECAMATAN ..oiiniicenccorinsisniessnnes
TAHUN ANGGARAN ....covarerecrerarenses
JUMLAH PENGELUARAN SALDO
No. | Tgl. KODE REKENING URATAN PENERIMAAN PENGELUARAN NO BUKTI KOMULATIF
(Rp-) (Rp.)
1 2 3 4 S5 6 7 8 9
JUMLAH Rp. Rp- e |
................ , tanggai ...
MENGETAHUI BENDAHARA KEPENGHULUAN,
PENGHULU,

-----------------------------------------

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumiah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan. nomor. huktitransaksi-

"Kolom 8 diist dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Penghulu wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Kepenghuluan.




2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PENGHULU ...covernenrerrecerrnnes KECAMATAN Liiiviinveirseerenens
TAHUN ANGGARAN ........
No. P " PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
................. tanggal ...
MENGETAHUI BENDAHARA KEPENGHULUAN,

PENGHULU,

-------------------------------

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.



3. Buku Bank Kepenghuluan

BUKU BANK KEPENGHULUAN

KEPENGHULUAN w..o.ooooooooovor.. KECAMATAN oo,
TAHUN ANGGARAN
BULAN s
~ BANK-CABANG — :
REK. NO. ;
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN BUKTI BIAVA
No. | TRANSAKSI | TRANSAKSI TRANSAKS] SETORAN | BUNGA BANK | PENARIKAN | PAJAK | ,namneroscr SAlbD
(®p) ®p) ®e) | ®p) ou
1 Z 3 p 5 5 7 3 9 70
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
tanggal ...cooveiiiereernnnne
MENGETAHUI BENDAHARA KEPENGHULUAN
PENGHULU,

........................

isian ;

Kolom 1diist dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukfi transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom—7diist dengan-pengehuaran- jurmnlah-penarkan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom. 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolorn 10 diisi dengan saldo Bank.

ccccccccccc

oooooooooooooooooooo




G. FORMAT LAPORA REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BE JA KEPENGHULUAN

1. Laporan Realisasi pglaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
epenghuluan (Semester Pertamal)

LAPO REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH KEPENGHULUAN..............

TAHUN ANGGARAN.............

JUMLAH JUMLAH LEBIH/

Sk URAIAN ANGGARAN | REALISASI | KURANG | KET.
i (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4

1 PENDAPATAN
1 11 Pendapatan Asli

Kepenghuluan
1 | 1; 1| | Hasil Usaha
L. [k ? Swadaya, Partisipasi dan

Gotong Royong
1 i 1| 8| |Lain-lain Pendapatan Asli

! Kepenghuluan yang sah
|

142 Pendapatan Transfer
1 12{10 Dana Kepenghulnan
1 | 2| 2| | Bagian dari hasil|pajak &

retribusi daerah

kabupaten /kota
1 [2|8| [Alokasi Dana

Kepenghuluan
1 | 2{ 4| | Bantuan Keuangan
1 | 2{ 4| 1| Bantuan Provinsj
1 | 2| 4| 2| Bantuan Kabupaten / Kota
113 Pendapatan Lain|lain
1 | 3jj1| |Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yang tidak
mengikat

1 | 3|2 Lain-lain Pendapatan
Kepenghuluan vang sah

JUMLAH PENDAPATAN |

2 BELANJA

211 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kepenghuluan |

2 | 1)11] | Penghasilan Tetgp dan
H Tunjangan

2 | 1] 1] 1| Belanja Pegawai

' - Penghasilan Tetap |
! Penghulu dan Perangkat '

: - Tunjangan Perjghulu dan
Perangkat

f‘ - Tunjangan BPK




B

Operasional Perks

intoran

Belanja Barang d

Jasa

—| b2

- Alat Tulis Kantof

- Benda POS

- Pakaian
Atribut

Dinds dfan

- Pakajan Dinas

- Alat dan
Kebersihan

Bahan

- Perjalanan Dina

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn

Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

s

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

el

Operasional B

T

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Operasional RT/ |RW

[y
TR

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

Bidang Pelaksanpan

Pembangunan
Kepenghuluan

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Sl o [ ST—

Belanja Modal

- Semen

- Material

-dst.....ccouenn

Pengaspalan jalan

kepenghuluan

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor




Belanja Modal :

- Aspal

- Pasir

...............

T
£,

Bidang Pembinaah

Kemasyarakatan

Kegiatan Pembing

Ketentraman dan
Ketertiban

an

-

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

PO o |= = {=een

I{‘Bé;ieltettlmlnvoo!-lOQOl

TR T r T

Bidang Pemberddyaan

Masyarakat

Kegiatan Pelatihan
rangkat

Penghulu dan Pe:

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

afnae

- Bahan pelatihat

=}

-----------

—

Bidang Tak Terduga

rn)

Kegiatan Kejadiah Luar

Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

~ Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

ooooo

TR

oooooooo

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaarn

SILPA

Pencairan Dana

Cadangan

oo e |eo|w

ol [

WK |

Hasil Kekayaan

Kepenghuluan Yang di

pisahkan

—— e

JUMLAH (RP)




Pengeluaran Pembiayaan

1| | Pembentukan Dana
Cadangan

2| | Penyertaan Modal

| Kepenghuluan

JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH
PENGHULY .onmanmmmesnmms




2. ran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
epenghuluan {Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KEPENGHULUAN
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH KEPENGHULUAN..............
TAHUN ANGGARAN.............
| |
KOD:E URAIAN JUMLAH | JUMLAH | LEBIH/ KET,
REKENI ANGGARA | REALISA | KURANG
N N SI (Rp.)
(Rp.) (Rp.) |
1 2 3 <
PINDAHAN SALDO
(SEMESTER PERTAMA )
1 PENDAPATAN
) Pendapatan Asli
Kepenghuluan
1| 1{]1| | Hasil Usaha
3tk i2 Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong
1|1} 8| |Lain-lain Pendapatan Asli
Kepenghuluan yang sah
112 Pendapatan Transfer
1]2{i Dana Kepenghuluan
1{2|2| |Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota
112 13 Alokasi Dana
) Kepenghuluan
1]/2[4| |Bantuan Keuangan
1[ 2| 4| 1| Bantuan Provinsi
1| 2| #| 2| Bantuan Kabupaten /
' Kota
1|3 Pendapatan Lain lain

1| 3|]1| | Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yang tidak
mengikat

1| 3!i2| | Lain-lain Pendapatan
i Kepenghuluan yvang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

211 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kepenghuluan

1| | Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

—

2 1|11} 1| Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Penghulu dan Perangkat !

- Tunjangan Penghulu




dan Perangkat

- Tunjangan BPX

Operasional Perkantoran

O DD o

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

uh—to

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

]

Operasional BPK

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

= QL sivsainssssanasinamnnes

QOperasional RT/ RW

Pt |t

g} |~ -+ —[—{¢a1eo

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Konsumsi Rapat

¢ - A P

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan
Kepenghuluan

Perbaikan Saluran Irigasi

o] o)

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

i dSt-.... PhERFIENIR N IR

Belanja Modal

- Semen

- Material

Pengaspalan jalan
kepenghuluan

I 10 =

2

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

G 5 -1 S —— Lawis




3

Kegiatan. ..o

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan
Penghulu dan Perangkat

et I o PO - L)

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

b |

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

(=75 oo

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

= Qbat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

=2

SILPA

|l |w

Pencairan Dana
Cadangan

w

L

Hasil Kekayaan
Kepenghuluan Yang di
pisahkan

JUMLAH (RP)




P Pengeluaran Pembiayaan

3 Pembentukan Dana
Cadangan

3 Penyertaan Modal
Kepenghuluan

JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH
PENGHULWY ....onmmvarsrsonsenonsnnns




H. FO!:!MAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBKEP

KECAMATAN .......

LAMBANG PEMERINTAH KEPENGHULUAN ....ccccceevnininnnns
KABUPATEN ...ooovmesvvinisens

RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN .....cocoermmuciiane
NOMOR ...... TAHUN...coovrne

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
TAHUN ANGGARAN ........cccvveenen

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULLF o couuimiminmsinssinsy

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten
........ Nomor ... Tahun ...... tentang ..................., Penghulu wajib menyusun
Peraturan Kepenghuluan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan
........................... Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor|5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .........eeee Tahun ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .......... TR oisisns
tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun
5 .. Nomor ..... });

6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN ... (Nama KEPENGHULUAN)
dan
PENGHULU ... (Nama KEPENGHULUAN)

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TENT LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSAN. ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA EKEPENGHULUAN TA.H'I{N ANGGARAN

BAAAAB RN IERR RSN

Pasal 1

Anggarah Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Kepenghuluan |4 s AR



2. Belanja Kepenghuluan
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan Rp.........cccccviieininiinias
b. Bidang Pembangunan
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja
Surpjus/Defisit

3. Pembjayaan Kepenghuluan
a. Peherimaan Pembiayaan Rl o
b. Pepgeluaran Pembiayaan e T
Selisih Pembiayaan (a-b) | o A

Pasal 2

Uraian febih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepenghuluan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan
Kepenghuhian ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKep Tahun Anggaran

2. Lampiran Il : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke kepenghuluan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepenghuluan ini.

Peraturan Kepenghuluan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepenghuluan
ini dalam Lembaran Kepenghuluan dan berita Kepenghuluan oleh Sekretaris Kepenghuluan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
PENGHULU...(Nama KEPENGHULUAN),
tanda tangan
NAMA
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundarigkan di ...
padadtﬁﬁ‘nggal
Sekretaris Kepenghuluan ... (Nama
Kepenghuluan),
tanda tangan
NAMA
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN KEPENGHULUAN ... (Nama KEPENGHULUAN)
TAHUN ... NOMOR ...



LANIPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN
NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG

RAN  PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI  PELAKSANAAN
AN(}‘.GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN
ANGGARAN ....ovveverreennn,

]

i
LAPQRAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKep
PEMERINTAH KEPENGHULUAN ....ccccccitiininnnn.

TAHUN ANGGARAN.....ccvvvvvvinnnnes
! ;
KODE URAJAN ANGGARA | REALISA | LEBIH/ | KET.
REKENING N sl KURAN
G
: (Rp.) (Rp.) (Rp.)
k 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1)1 Pendapatan Asli
Kepenghuluan
2110 Hasil Usaha

111 (2 Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Rovong

111 |3 Lain-lain Pendapatan Asli

Kepenghuluan yang sah

12 Pendapatan Transfer

Li2 |1 Dana Kepenghuluan

1(2 12 Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota

11218 Alokasi Dana Kepenghuluan

11214 Bantuan Keuangan

1[2 |4{1 | Bantuan Provinsi

1|2 | 4] 2 | Bantuan Kabupaten / Kota

1|3 Pendapatan Lain lain

113 |1 Hibah dan Sumbangan dari

pihak ke-3 yang tidak
mengikat

118 |2 Lain-lain Pendapatan
Kepenghuluan yang sah

JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
241 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Kepenghuluan
211 |1 Penghasilan Tetap dan
Tunjangan
2|1 [1]1 | Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap

Penghulu dan Perangkat

- Tunjangan Penghulu dan
Perangkat

- Tunjangan BPK




Qperasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

= Pemelihargan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPK

b [t
[

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

L dst ................... ddmdew

Operasional RT/ RW

o | gt
L k)

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

S ¢ -

Bidang Pelaksanaan

Pembangunan
Kepenghuluan

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- Semen

- Material

Pengaspalan jalan
kepenghuluan

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir




Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

= Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Kepenghuluan dan
Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

~ Obat-obatan

ooooooooo

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Lo IR SL Y VT ROVY [44)

[y SR Y [

Hasil Kekayaan
Kepenghuluan Yang di
pisahkan |

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana
Cadangan




Penyertaan Modal
Kepenghuluan
JUMLAH ( RP )
- Pembiayaan Netto
(PENERIMAAN
PEMBIAYAAN -
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN )
- SILFA  tahun  berjalan
(SELISIH ANTARA
PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL
SURPLUS/DEFISIT)
TANEIGAL ..iiinsmnivinsusiuveis
TTD




LAMPIRAN 1II
CANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG
LABORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN
ANGGARAN ....cciivicennns

LAPORAN KEKAYAAN MILIK KEPENGHULUAN
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN TAHUN N TAHUN N-1
(Tahun Periode (Tahun
Pelaporan) Sebelumnya)

I. ASET KEPENGHULUAN

A. ASET LANCAR

3 kas Kepenghuluan

a. Uang kas di Bendahara
Kepenghuluan
b. Rekening Kas Kepenghuluan
2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung
c. dst......
3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Materai

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen
-Penyertaan Modal  Pemerintah
Kepenghuluan
2. Aset Tetap
t Tanah
- Peralatan dan Mesin
+  Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi

3. Dana Cadangan

4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

 JUMLAH AS;ET (A + B)

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
'

3
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I-1I)

l

TANGUGAL v wnm s

(PENGHULU ......coonene )



Penjela:fan tabel: ,

1. Aset| kepenghuluan adalah barang milik Kepenghuluan yang berasal dari
kekabaan asli kepenghuluan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan atau perolehan hak lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Kepenghuluan, baik yang disimpan di
Bendahara Kepenghuluan maupun di rekening kas kepenghuluan.

3. Piut Kepenghuluan adalah tagihan uang kepenghuluan kepada pihak yang

elola kekayaan kepenghuluan, antara lain berupa tanah, gedung yang
diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 {satu) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah kepenghuluan
yand dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat bérharga dalam
peri normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. zﬂllsetl kepenghuluan tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah
Kepepgfwhzan dan aset tetap milik kepenghuluan antara lain tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6. Daﬁ cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang

memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

ran.

7. Kewagjiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.

8. Kekdyaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
Ke huluan.

Cata :
Terkaitjdengan angka 7, bahwa dalam APBKepenghuluan khususnya pada
pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.



LAMPIRAN Il

RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN

NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

LARORAN  PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI  PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN
ANGGARAN ......coccvrnmne

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE KEPENGHULUAN

Tanggal - CTE . |
Kepcngllzlnuan - O |
Kecama N G
Ka'bupalen b G
- ! Jenis Lokasi Rincian e | matn Sumber Jumlah
4 iKegiatan Kegiatan Kegiatan  Dana (Rp)
N T
|
|
Sub Total Jenis Kegiatan (1) ' Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Rp.
! sub Total (4) | Rp.
Total (1 s/d 4) _ Rp.
i




FORMAT

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH KEPENGHULUAN
Pagla hari ini, .....cocoenninnenn. tatigpal - s tahun dua ribu tiga belas
bertempat di Balai Kepenghuluan .......c..ccovimnvnnennns Kecamatan ................. telah

dilaksahakan musyawarah Kepenghuluan guna membahas penggunaan Alokasi
Dana Kepenghuluan Tahun 20.... dihadiri sebanyak ...... orang terdiri dari: wakil
kecamatan, Perangkat Kepenghuluan, anggota Badan Pemusyawaratan
Kepenghuluan (BPK), pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim
Penggexfak PKK, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetanga (RT) serta Tokoh
Masyarpkat sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tak
terpisa}ilkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak
selaku pimpinan rapat adalah :

A. Materi atau topik
1. Sosialisasi program Bantuan Keuangan Kepada Kepenghuluan dan Alokasi
Dana Kepenghuluan.
2. Penetapan Kegiatan yang akan dlaksanakan.
3. Pemilihan/penetapan Tim Pelaksana Kegiatan.

B. Unsur pimpinan rapat

Pi:.aninan Rapat : Penghulu

Sei{retaris/ Notulis .

Nakasumber gl - 1 - B
2 . dari ..
. — PRP—— Lo - S ——.
& . dari ..

Sefelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas
selanjuinya seluruh peserta memutuskan dan menyampaikan beberapa hal yang
diteta; menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kepenghuluan ini terhadap
penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Kepenghuluan dan Alokasi Dana
Kepenghuluan Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Operasional Pemerintah Kepenghuluan dan BPK

a. Belanja operasional penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan. BB ik inionns
b. Belanja tunjangan dan operasional penyelenggaraan BPK. 7« ES—

2. Pemberdayaan Masyarakat :

a. Pebanggulangan kemiskinan s o A —
b. Bantuan operasional LPM BE sswsmiunminss
c. Bantuan operasional RW/RT BB sissvenansiin
d. Bantuan operasional PKK RP.eveererereenn
e. Peningkatan derajat kesehatan BB sscvssimmsn
f. Pe ingkatan kualitas pendidikan B

a peningkatan Linmas R icosuomseeves
h Pe binaan lembaga kepemudaan” L

. Dan seterusnya .......
3. Men tapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Alokasi Dana
Kepenghuluan, dengan susunan pengurus :

1. , Ketua § e
b. Sekretaris ¥ s R
c Bendahara @ = .ceciesieeinnn
Sebaga.l Pelaksana Keg1atan .................................... di Kepenghuluan.........
l
2. a. Ketua ¥ Bsorsmonsos sl
b. Sekretaris
o Bendahara = = ...
Sebagau Pelaksana Keg1atan .................................... di Kepenghuluan.........



3. ai Ketua  ereeeeeasensans

b. Sekretaris SRR ——

g Bendahara
ebagai Pelaksana ch;atan .................................... di Kepenghuluan.........

4. Ketua B s EURR AT

. Sekretaris - COP—

ci Bendahara S CensismRaR
Sebaga.x Pelaksana Keglatan .................................... di Kepenghuluan.........

5. dan seterusnya ..coovivieveersiverninaes

Keputusan di ambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan
suara vpting®

S:elanjutnya penggunaan untuk masing-masing kegiatan akan dituangkan
dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan sesuai ketentuan pedoman pelaksanaan
penggunaan alokasi dana Kepenghuluan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai pedoman operasional kegiatan.

.............. s reserenrrersensensraness @O
Mengetahuti,
Penghulu Ketua BPK Ketua LPM PTPKK
Disetujui,
Camat
Catatan :

*) coret yang tidak perlu ;



FORMAT

DAFTAR HADIR
PESERTA MUSYAWARAH KEPENGHULUAN
Propinsi : RIAU
Kabupaten : ROKAN HILIR
Kecamatan -
Kepenghuluan :

Lengkap Kelamin

No I_Tama Alamat Jenis Organisai/Jabatan| Tanda Tangan
i
i

Daftar ggdtr ini disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi dan

Dermklén berita acara ini dibuat dan sahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
cilpergunakan sebagaimana mestinya.

Penghulu Ketua BPK Ketua LPM PTPKK

--------------------------

Mengetahui,
Camat,



LAPORAN MASALAH YANG DIHADAPI
TINGKAT KEPENGHULUAN

Bulan
Proping1 : Riau Kecamatan
Kabupaten : ROKAN HILIR Kepenghuhian
No Upaya yang dilakukan Bantuan yang diharapkan
Kilﬁdala] clan] untuk menyelesaikan dalam
masalah penyelesaian masalah
|
Tanggal ...vvvivrrrrreriererenrrrrrsrsssrares

Tenaga Pendamping Kepenghuluan, Penghulu,




FORMAT

KEPENGHULUAN :

REKAPITULASI PERMASALAHAN TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN
NO | Kepenghuluan TPK Masalah Jenis/Derajat ?ﬂﬁmﬂﬂg MMM mmﬂmmxﬁmﬂammp Status Masalah
Nb. Status masalah diisi : Belum Selesai/Proses/Selesai

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan

Ketua,




FORMAT

REKAPITULASI PERMASALAHAN TINGKAT KABUPATEN

Kepengh ; : Tanggal Informasi
NO Kecamatan uluan | Masalah ..«Q.Mmh »UQ. mownﬁmmm“mb Masuk/Tanggal Status Masalah
(TPK) J Penanganan
Nb. Status masalah diisi : Belum Selesai/Proses/Selesai
Rokaty FlT, s 20

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
Ketua,



FORMAT

BUKU BIMBINGAN
ADK/DK : TAHUN 20...
KEPENGHULUAN :
KECAMATAN
KEGIATAN
MASA KERJA z
PELAKSANA ¢ TPK iicossnnosons
; ] Penyelesaian Masalah
No | Hari / Tanggal Nama Pendamping Masalah (Batan flan Rekamendas) Paraf
Mengetahui,
Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan, Tenaga Pendamping Kepenghuluan,

Kasi...




FORMAT
’ BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
(BAPP)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama Y s Ea s S R PR s

Alﬁat B e SRR AR

Jabdtan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

Kepenghuliatt §  ovessasmrammssssssmmsrosypesses

Keca’,matan B s A R A S SR

Berdasarkan Keputusan Penghulu.........ccc.oeee. s Bomer s Tanppalv
II Nama

Alamat e e e

Jab&ita.n : Penghulu

selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Kepenghuluan (PKPKK)
Kepenghuluan | wassessrsmsmsasvsssrvisysiae

II Nanfila
J abgtan : Sekretaris Kepenghuluan
selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan
Kepenghuluan (PTPKK)
Eepenpghiflish ¥  .ocacmsaasamassssisaiass
Kecé.matan T T SR g

Menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan di Kepenghuluan telah selesai 100%
sesuai Usulan perjanjian pemberian bantuan,

.................................. Tanggal .
Dibuat oleh:
Ketua TPK
(oo )
Mengetahui :
Penghulu PTPKK TTK.ADK/DK
TR . RO, ) | e ) AS—— . )



BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN
(BASPK)

Pada  hari ini ... talgEalcsasasinn BB M mmms i K| b 3 PORTOEPP
bertempat di ..c.ceiininines Kepenghuluan .........coeeeeereirenraens o Kecamatan.............
Kabupaten ROKAN HILIR Propinsi Riau

Kami yapg bertanda tangan di bawah ini :

Nama E A NN A N A A e R
Alamat T R R R R R R R R R
Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan

Menya bahwa kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan, dengan
status!%&;:ajuan fisik uioininaii % dimana penyerapan dana telah mencapai ..........ccoeeeenes %
21715 0 34 o3 (U , 00

Rincian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya BASPK,
sebagauﬁana tercantum dalam lampiran berita acara ini, yaitu berupa Ralisasi Kegiatan
dan blaya ( RKB ) dan gambar-gambar infrastruktur terbangun hingga ditandatanganinya
berita a 1:a.ra ini.

Laporan imengenai penyelesaian pekerjaan akan kami sampaikan setelah pekerjaan selesai,
sesuai dengan kesanggupan kami untuk menyelesaikan pekerjaan, yang tertuang dalam
Surat Pefnyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP ).



FORMAT

BERITA ACARA LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(BALP2K)

Kepad Yth :

BUPAT! ROKAN HILIR

Tim Fasf;ilitasi Tingkat Kabupaten
Dengart hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Namh s

Alamat R AR

Jabgtan : Ketua TPK

Ke uluan

Ke AEATY s e

Berdasarkan Keputusan Penghulu, Kepenghuluan.........cos Tanggal.........
Melapor; bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (Kondisi 100
%) padal hari ini........ccovenvenens tanggal......c.ccennee, tahUNL. e, dan telah dilakukan
testing gnd commisioning pada hari............... , tanggal.......c.. R 213 1 b i - (SRR

Sebagaiibahan periksa bersama ini kami lampirkan Realisasi Kegiatan dan Biaya
(RKB}, gambar-gambar infrastruktur yang telah terbangun.

.................................. Tanggal
Dibuat oleh:
KETUA TPK
(e )
Mengetahut :
PKPKK TTK.ADK/DK TPK,



FORMAT

SURAT PERNYATAAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

(SPMP)
Kepadd Yth :
BUPAT{ ROKAN HILIR
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
Pada hri ind ...ccoveveeeensrsnin 7 b i1 | OO . . DNNERRRDNBNPIORE. . | .. ; . (OEPRRIIROIN
bertempat di .................. Kepenghuluan ... o Kecamatan.............

Kabupgten ROKAN HILIR Propinsi Riau

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat
Kepenghuluan menyatakan bahwa Dokumen Penyelesaian yang berisi tentang
Surat |Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan ( SP3K ), Laporan
Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan ( LP2K ), serta rincian realisasi penggunaan
biaya lampiran pendukung lainnya belum dapat diselesaikan, dikarenakan:

Bersamh dengan berita acara ini, kami sampaikan kesanggupan untuk
menyeléaaikan penyelesaian fisik pada tanggal ........ocvvvvrieniinivaninns



FORMAT

REKAPITULASI MINGGUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

ADK : TAHUN 20... KEGIATAN .
KECAMATAN : MASA KERJA :
KEPENGHULUAN: PELAKSANA :TPK.....cccvunene
. : Prosentase
Usalan Harga | Jumlah Bobot Hasil Pekejaam Prosentase Kemajuan
No Kegiatan Volume | Satuan | Satuan | Harga (%) Kemajuan Tiap Terhadap
Rp.) (Rp.) Minggu | Minggu ] Pekerjaan ma_E.d_p
Pain Tni Jumlah Sisa Pekerjaan
Jumlah
Prestasi Rencana
Deviasi Prestasi
........................... AT SRR . | 1
Dibuat Oleh,
Ketua, Sekretaris
b i ) s
Mengetahui,
TTK.ADK/DK TPK,

FORMAT




CATATAN HARIAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

ADK/DK : TAHUN 20...

KEGIATAN
KECAMATAN : MASA KERJA :
KEPENGHULUAN: PELAKSANA :TPK .vcivvenirnnnas
; Rencana Realisasi Hai Ini Realisasi Komulaitf Jumlah Hari Orang Kerja
N Uraian (HOK)
o} Kegintan Mingmn Cuaca, Catatan
Volume | Satuan | Volume | Satuan | Volume Satuan Ini Jumlah Sisa
Dibuat Oleh,
Ketua, Sekretaris,
[ coamampanpiaaswissiee . T )
Mengetahui,
TTK.ADK/DK, TPK,
R —— )




FORMAT

ADK/DK

CATATAN HARIAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

: TAHUN 20... KEGIATAN :
KECAMATAN : MASA KERJA :
KEPENGHULUAN : _ PELAKSANA :TPK covvivviininnn,
; Hari Orang Kerja (HOK)
Kategori ' Jumlah HOK Jumlah
No | Nama | L Menurut Tanggal Insentif
Mandor | Tukang | Pekerjaan 234|556 Mandor | Tukang | Pekerja | (Rp.)
Dijbuat Oleh,
Ketua TPK, Bendahara TPK,
R ) ( eereeeeereeeseesesreseesires )
Menhgetahui,
TTK.ADK/DK, TPK
(everreereeemseeemesseeasneenns ) ( )

'BUPATI'ROKAN HILIR

ttd

SUYATNO



USER
Typewritten text
ttd


